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Abstract: Implementation People Nursery Program (KBR). This study describes the
implementation of the People Nursery Program (KBR) in Pelalawan in 2010. The research method
used in this paper is a descriptive qualitative research methods. What research is Pelalawan and
author of the study collected datafrom multiple sources of books, encyclopedias, journalsand in-
depth interviews with informants technical research that Forest Service officials and members
Pelalawan Farmers who follow KBR Pelalawan district. This study concluded that the
implementation of the program has been implemented KBR but not managed optimally. Factors
affecting theimplementation of the program cost limitations KBR was clearing land, long period
of time in the harvest and sale of timber seedlings or trees that have to use Origin Certificate
(SKAU) Wood.

Abstrak: Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Penelitian ini menggambarkan
mengenai implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Pelalawan tahun 2010.
M etode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.
Lokasi penelitian beradadi Kabupaten Pel alawan dan penulis mengumpulkan data penelitian dari
beberapa sumber buku, ensiklopedia, jurnal dan wawancaramendal am dengan informan penelitian
yaitu petugas teknis Dinas K ehutanan Kabupaten Pelalawan dan Anggota Kelompok Tani yang
mengikuti KBR di Kabupaten Pelalawan. Pendlitian ini menyimpulkan bahwaimplementas Program
KBR sudah terlaksana namun belum berhasil secaraoptimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi Program KBR adal ah keterbatasan biaya pembersihan |okasi [ahan, jangka waktu
yang panjang dalam panen bibit dan juga penjualan kayu atau pohon yang harus menggunakan

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Kayu.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, peraturan, dan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

PENDAHULUAN

Banyak wilayah hutan di Indonesiakhususnya
yang beradadi wilayah Daerah Aliran Sungai
(DAYS) berada pada kondisi yang kritis. Di-
butuhkan upaya yang maksimal untuk mem-
pertahankan [ahan kritis, |ahan kosong di dalam
dandi luar kawasan hutan dengan jenistanaman
hutan dan jenistanaman serbaguna. Selainitu
ke nginan masyarakat untuk menanam tanaman
hutan dan jenistanaman serbagunadalam ber-
bagai upayarehabilitas hutan danlahan selalu
dibatasi oleh kemampuan masyarakat untuk
memperoleh bibit yang baik dan unggul.
Masyarakat cenderung menanam tanaman
hutan dan jeni stanaman serbagunadari biji atau
benih asalan yang tidak jelasasal usulnya, se-
hingga mengakibatkan tanaman tersebut me-
merlukanwaktulebih panjang untuk berproduks.
Apabilatanaman tersebut berproduksi, maka
akan menghasilkan kualitas dan kuantitasyang
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hagInyatidak memuaskan. Hd inilahyangterjadi
jugadi wilayah Kabupaten Pela awan.

Banyak masyarakat di Kabupaten Pela-
lawan lebih memilih untuk menanam secara
homogen, yaitu penanaman tanaman sawit secara
bersama-samadan besar-besaran. Ha itumeng-
akibatkan terjadinyadegradasi hutan dan ek-
sploitasi lahan hutan secara berl ebih-lebihan.
Selainitu, banyak masyarakat yang telah me-
|akukan penanaman terhadap kawasan hutan
danlahan berupapohon Jati Ambon atau Klam-
payan, namun hasi yang hasil yang diperoleh
tidak mencapal hasil maksmd.

Bertolak dari latar bel akang permasal ahan
tersebut, makapemerintah mencanangkan kegia:
tan yang berbasi s pada pemberdayaan rakyat
dengan menyediakan bibit tanaman yang baik.
Program tersebut dikenal dengan program
Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang merupakan
fasilitas pemerintah dalam penyediaan bibit
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tanaman hutan dan jenistanaman serba guna
(MPTS) yang prosesnyadibuat secaraswakelola
oleh kelompok tani. Has | bibit dari Kebun bibit
rakyat merupakan penanaman dilahan kritisatau
lahan kosong dan lahan tidak produktif dalam
pemulihan kondis DASyangkritis.

Beragam batasan mengenai kebijakan pub-
lik diberikan oleh para ahli. Meskipun tidak
menyebutkan secaraspesifik sigpapelakunya,
kebijakan publik sering diberi batasan sebagai
hasil-hasi| keputusan (decision) yang diambil oleh
pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan
publik. Menurut Nugroho (2003), bukan berarti
kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilak-
sanakan, dan mudah dikendalikan, karenake-
bijakan publik menyangkut politik. Kebijakan
publik dalam praktik ketatanegaraan dan ke-
pemerintahan padadasarnyaterbagi dalamtiga
prinsip. Pertama, dalam konteks bagaimana
merumuskan kebijakan publik (formulasi ke-
bijakan). Kedua, bagaimanakebijakan publik
tersebut diimplementas kan. Ketiga, bagaimana
kebijakan publik tersebut dievaluasi. Dalam
konteksformulas, makaberbagai isuyang ba-
nyak beredar didalam masyarakat tidak semua
dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses
menjadi kebijakan (Wibowo, 2005).

Daam rangkaian proseskebijakan publik,
terdapat beberapatahapan yang saling terkait
satu dengan yang lainnya. Perumusan atau for-
mulas kebijakan merupakaninti dari kebijakan
publik yaitu prosesmemeastikan pokok isu dari
permasal ahan yang sedang dihadapi dengan
memperhatikan bahwarumusan kebijakan akan
menjadi hukum bagi elemen negara.

Tahapan sel anjutnya adal ah pel aksanaan
(implementag) kebijakan addah carayangdipilih
ol eh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan-
nya. Padaberikutnya, dilakukan evaluas kebi-
jakanyang tidak semata-matamelihat kesenja-
ngan antaratujuan dan pencapaiannya, namun
melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan
ddam perumusan, implementas danlingkungan
kebijakan. Untuk mengkaji implementas kebi-
jakan, menurut Syukur (1986) adatigaunsur
penting daam prosesimpelementas: 1) Adanya
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan,

2) Target group; dan 3) Unsur pelaksana. Ke-
berhasilanimplementas kebijakan dapat dilihat
dari terjadinyakesesuai an antara pel aksanaan/
penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan
sasaran kebijakan itu sendiri sertamemberikan
dampak/hasil yang positif bagi pemecahan
permasal ahan yang dihadapi.

Implementas sebuah kebijakan pemerintah
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut
EdwardslI1 (1984), terdapat empat faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan peme-
rintah. Pertama, komunikasi. Implementas
kebijakan akan berja an efektif apabilaukuran-
ukuran dan tuj uan-tujuan kebijakan dipahami
olehindividu-individu yang bertanggungjawab
dalam pencapai an tujuan kebijakan. Kejelasan
ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian
perlu dikomunikasi kan secaratepat dengan para
pelaksana. Konsistens atau keseragaman dari
ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan
sehinggaimplementorsmengetahui secaratepat
ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Kedua, sumber daya. Tidak menjadi masa-
|ah bagaimanajel asdan kong stenimplementas
kebijakan program dan bagaimanaakuratnya
komunikasi dikirim. Jika personel yang ber-
tanggung jawab untuk mel aksanakan program
kekurangan sumberdaya dalam melakukan
tugasnya. Komponen sumberdayaini meliputi
jumlah staf, keahlian dari parapel aksanag, infor-
mas yang relevan dan cukup untuk mengimple-
mentasi kan kebijakan dan pemenuhan sumber-
sumber terkait dalam pelaksanaan program,
adanya kewenangan yang menjamin bahwa
program dapat diarahkan kepada sebagaimana
yamg diharapkan, sertaadanyafadlitas-faslitas
pendukung yang dapat dipaka untuk mel akukan
kegiatan programseperti danadan sranaprasrana

Ketiga, disposis atau sikap. Salah satu
faktor yang mempengaruhi efektifitasimplemen-
tas kebijakan adalah sikap implementor. Jika
implemetor setuju dengan bagian-bagianis dari
kebijakan maka mereka akan melaksanakan
dengan senang hati tetapi jikapandangan mereka
berbeda dengan pembuat kebijakan makapro-
sesimplementas akan menga ami banyak ma-
sah.
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Keempat, struktur birokrasi. Membahas
badan pel aksana suatu kebijakan, tidak dapat
dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur bi-
rokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan
pola-polahubunganyang terjadi berulang-ulang
dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai
hubungan baik potensia maupun nyatadengan
apa yang mereka miliki dalam menjalankan
kebijakan. K ebijakan yang komplek membutuh-
kan kerjasamabanyak orang, sertapemborosan
sumberdayaakan mempengaruhi hasil imple-
mentas . Perubahan yang dilakukan tentunyaakan
mempengaruhi individu dan secaraumum akan
mempengaruhi sstemdaam birokras.

Secarakhususpenditianini difokuskan pada
faktor-faktor yang mempengaruhi implementas
Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabu-
paten Pela awan tahun 2010.

METODE

Penditianini bersfat deskriptif anditisyang
diawali dengan menggambarkan fenomena-
fenomenayang terjadi berkaitan implementas
Program KBR di Kabupaten Pelalawan tahun
2010. Setelahitu akan dilanjutkan dengan meng-
analisamengenai faktor-faktor yang mempe-
ngaruhi implementasi Program KBR. Teknik
penditian yang digunakan dalam pendlitianini
adalah studi kepustakaan (library research) dan
wawancarabersamainforman pendlitian. Pada
metodeini, data-datayang berhubungan dengan
permasal ahan yang dibahas merupakan data-
datasekunder yang didapatkan dari buku-buku,
majalah-majalah, jurnl, surat kabar, buletin,
laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya.
Pendliti jugamenggunakan saranainternet daam
proses pengumpulan datayang berkaitan dengan
permasal ahan penelitian yang akan dibahas.

Ddamrangkamemberikanfokusyanglebih
tajam terhadap permasalahan yang dibahas,
makapendliti merasaperlu untuk memberikan
batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun
rentang waktu yang akan pendliti maksud adaah
antaratahun 2010-2011 padaawal mulaimple-
mentas Program KBR di Kabupaten Peldawan.
Tahun 2010 dipilih karenapada saat itu meru-
pakanawd implementas Programn KBR. Namun

begitu batasan tahun padapendlitianini bukan
merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun
sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi
bagian dari kgjian pendlitianini.

Sebagai kerangkan acuan untuk menjawab
permasal ahan pendlitian, makapeneliti meng-
gunakanteori kebijakan. Pengertian kebijakan
publik harusdiawali dengan pemahamanterha:
dap pengertian dari kebijakan. Kerangkateori
dibutuhkan untuk peneliti untuk menelaah per-
masal ahan penelitian dengan lebih terperinci.
Sdainitu kerangkateori jugabergunabagi pene-
liti untuk menyimpulkan hasil penelitian dan
menemukan hipotesispendlitianini. Kerangka
teori yang digunakan yang berhubungan dengan
permasal ahan penditianini add ahteori kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

K ebijakan pedoman penydenggaraan KBR
diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan
Republik IndonesiaNomor: P.24/Menhut-11/
2010 mengenal Pedoman Teknis Penyeleng-
garaan Kebun Bibit Rakyat. Peraturan meru-
pakan |andasan atau acuan bagaimanapenye-
lenggaraan KBR sampai langsung kekelompok
tani di daerah tingkat kabupaten/kota. Pada
penyel enggaraannyaditentukan oleh beberapa
kriteriadesasebagal lokas kebun addah sebaga
berikut:

1. Penyelenggaraan diutamakan beradadalam
DAS secaraprioritasdengan jenistanaman
pohonjati anbon dan klampayan.

2. Penydenggaraan diutamakan beradadaam
dan sekitar kawasan hutan.

3. Penyedenggaraan diutamakan beradadi lahan
kosong atau tidak produktif sertamatapen-
caharian pada sektor pertanian dapat lebih
ditingkatkan.

Tatacarasaleks lokas adalahusulancalon
lokas KBR dari KepalaDesalatau langsung dari
kelompok tani kepadaK epalaDinasK ehutanan
Kabupaten/K ota. Kemudian KepalaDinasme-
netgpkanlokas KBR setelah mendapat penilaian
dari UPT Direktorat Jenderd Rehabilitas Lahan
dan Perhutanan Sosial (RLPS). Penetapan akhir
lokasi akan disampaikan KepalaDinas K ehu-
tanan kepada UPT Dirjen RLPS.
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Pel aksanaan dengan memperhatikan bebe-
rapapersyaratan calon kelompok tani dan desa
caon KBR di Kabupaten Pelalawan, yaitu
sebagai berikut:

1. Beranggotakan minimal 15 orang baik laki-
laki maupun perempuan yang berdomisili di
desasetempat.

2. Terdapat areal hutan/lahan untuk lokasi
penanaman bibit kebun bibit rakyat ekuivaen
seluas 25 -100 hauntuk jenisnon mangrove
dan seluas 10-20 hauntuk jenismangrove.

3. Beradapadasasaran Rehabilitas hutan dan
lahan berdasarkan Rencanateknik rehabilitas
hutan dan lahan daerah diran sunga.

4. Pada setiap desa calon lokasi kebun bibit
rakyat, ditetapkan 1 kelompok masyarakat
penerimadana K BR dengan prioritas pada
desayang belum pernah mendapat kegiatan
KBR.

Sasaran penggunabibit Program KBR un-
tuk penanaman kegiatan hutan rakyat, penghi-
jauanlingkungan padafasilitasumum,/fasilitas
sosa ruang terbukahijau, turusjaan, kanankiri
sungai, halaman sekolah, pasar, dan lain-lain.
Rehabilitas mangrove dan penanaman di ka-
wasan hutan yang tel ah diarahkan sebagai ared
kerjahutan kemasyarakatan atau yang telahme-
miliki izin usaha pemanfaatan hutan kemas-
yarakatan dan hak pengel olaan hutan desa.

Penetapan Progran KBR olehKepdaBadan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai didasarkan
padahas verifikas administras danteknisyang

memenunhi persyaratan. Lokas dan kelompok
masyarakat Program KBR di Kabupaten Pela-
lawan ditetgpkan dengan Surat Keputusan Kepda
Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan
disampaikan padapihak terkait.

Berdasarkan datadari Badan Pengel olaan
Daerah Aliran Sungai, makajumlah bibit yang
disediakan bagi setiap kelompok masyarakat
untuk Pulau Jawaberjumlah 40.000 batang per
unit dan di luar Pulau Jawa 25.000 batang per
unit KBR. Proses pembuatan bibit kebun bibit
rakyat di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan
degan penyediaan bibit atau benih bahan tana-
man yang berupa kayu-kayuan dan tanaman
serbagunatermasuk jenistanaman mangrove
dan hutan pantai. Selanjutnyapenyiapan media
tabur dan mediasapih jugasangat berfungs bagi
K abupaten Pela awan.

Padatahap pel aksanaan kebijakan, kelom-
pok tani akan menyusun RencanaUsulan Kegia:
tan Kelompok dimana paling sedikit memuat
NamaK e ompok, Daftar Anggotadan pengurus
Kelompok, sasaranlokas kegiatan, komponen
kegiatan seperti uraian kegiatan, volume, jenis
danjumlah bibit, biaya, tatawaktu dan penang-
gung jawab serta pemanfaatan dan distribus
bibit.

Penyaluran Danadilakukan dengan pola
transfer uang kepadake ompok pengelolak BR.
Pencairan dilakukan duatahap, tahap pertama
sebesar 60% untuk digunakan sebagai dana
awal bagi kelompok tani dalam menanam tana-

Tabel 1. Rekapitulasi Penanaman Kebun Bibit Rakyat (KBR) Tahun 2010

Jumlah yang
No |  Kelompok PegelolakBR | TIahyang | umahyang Diambil
P (%) Masyarakat
1 | Kd. Tani SukaMaju 50.000 28.811 (68%) 11.189
2 | Kel. Tani Sepakat 50.000 28.213 (68%) 7.787
3 | Kd. Tani Rimbo Kampar 50.000 31.393 (76%) 12.607
4 | Kd. Tani Cahaya Baru 50.000 39.940 (85%) 9.060
5 | Kel. Tani Harapan Baru 50.000 40.293 (87%) 6.707
6 | Kel. Tani Rangsang Mandiri 50.000 32.531 (77%) 13.469
7 | Kel. Tani. Meranti Indah 50.000 32.321 (77%) 12.679
8 | Kd. Tani Ma cik Manja 50.000 38.996 (83%) 8.004
9 | Kd. Tani Sialang Jaya 50.000 40.815 (87%) 7.185
10 | Kd. Tani Wono Makmur 50.000 32.863 (77%) 13.137

Sumber: Data Dinas K ehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010
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man yang dijadikan sebagai |ahankebun. Setelah
itu jumlah dana 40% akan diberikan kepada
measyarakat setel ah dil akukan penilaian pekerjaan
oleh pegawai DinasK ehutanan K abupaten Pela
lawan terhadap hasi| pekerjaan penanaman bibit
padatahap 1.

Pdgporankemguan KBRini dilakukanoleh
masing-masing kelompok tani dalam bulanan,
triwulan dan tahunan. Laporanini disampaikan
kelompok pengelolaK BR kepadaK epalaDinas
K ehutanan K abupater/K ota dan KepalaBadan
Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Badan
PengelolaDaerah Aliran Sungal yang nantinya
akan disampaikan kepada Direktor Jenderal
Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosd (RLPS).

Implementasi kebijakan Progran KBR di
K abupaten Pelad awan dil aksanakan di beberapa
desayang adadi K ecamatan wilayah Kabupaten
Pelalawan. Terdapat beberapa KBR di Kabu-
paten Pelalawan seperti KBR Dgjabon di Desa
Pangkdan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkadan
Kerinci dan KBR Ma cik Manjadi Kelurahan
Pangkaan Bunut, Kecamatan Bunut terlihat dua:
duanyamembibitkan pohon jabon.

Tanaman jati ambon atau di Riau dikenal
dengan nama klampayan dan bongkal gajah
sebenarnyabukan jenis pohon baru. Pohonini
banyak ditemui di Riau khususnyadi tepian
sungai. Namun, namanyabaru beberapatahun
bel akangan ini melambung, khususnyadi Pulau
Jawa seiring dengan menipisnyapohon alam
untuk memenuhi kebutuhan meubd dan plywood.
Pohonini banyak dikembangkan sebagai hutan
tanaman rakyat dan sudah bisadipanen daam
waktu umur limatahun.

Kegiatan KBR ini sendiri adalah untuk
memfasilitas kelompok masyarakat atau petani
yangingin mengembangkan pembibitan, terutama
di wilayah desanya. Kelompok pembibitan
tersebut dapat memilih tanaman apasgjayang
cocok (secarateknis) dan sangat diminati oleh
masyarakat. Pembangunan KBR mulai dilak-
sanakan tahun 2010, dan sampal sekarang kegia
tan tersebut masih berlanjut dilakukan dengan
volumeyang makin bertambah.

Bibit yang sudah layak untuk ditanam akan
disalurkan dan ditanam padalahan|ahan yang

kondisinyacukup kritis, ditanam dengan meng-
gunakan sistem pengkayaan atau sistem reboi -
sad. Padakondis ini masyarakat menanambibit
tersebut dengan sistem pengkayaan. Bibit yang
ditanam pada lahan masyarakat sebaiknnya
dirawat sampai tanaman tersebut cukup kuat
terhadap tolerans lingkungan baru, mengingat
bahwa keberadaan tanaman benar benar sangat
bermanfaat terhadap lingkungan kita.

Program K BR merupakan bagian dari prog-
rammenanamsatumiliar pohonaauyangdikend
jugadengan One Billion Indonesian Trees for
The World (OBIT). Program KBR dilandaskan
pada Peraturan Menteri K ehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.24/Menhut-11/2010.
Namunsampai saat ini implementas atau pel ak-
sanaan Program KBR di Kabupaten Pelalawan
belum mencapai hasil yang maksmal.

Pencapaian hasil yang kurang maksimal
dalam Program K BR ada ah keengganankelom-
pok tani untuk mel akukan penanaman terhadap
bibit yang akan dijadikan sebagai komoditas
KBR. Seperti kelompok tani sukamaju yang
hanyamenanam bibit dalam jumlah yang kecil
dantidek memdiharanyadenganbak. Sdain itu
biayayang besar dan waktu panen yang cukup
lamajugamenjadi penghambat bagi kel ompok
tani untuk melakukan dan mengikuti Program
KBR.

Kurang berhasiinyaProgram KBR di Kabu-
paten Pelalawan tentu sgja dipengaruhi oleh
berbagai faktor baik dari segi ketepatan pelak-
sanaan teknis kebijakan itu sendiri ataupun
kurangnyasosiaisas dan pendidikan sertape-
ngetahuan dalam mendukung program peme-
rintah, khususnyaProgram KBR di Kabupaten
Peldawan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi imple-
mentasi Program KBR di Kabpaten Pelaawan
tahun 2010 adalah sebagal berikuit:

1. Komunikas

Bentuk nyatakomunikas yang dilakukan
oleh Pemerintahmedui Badan PengdolaDagrah
Aliran Sungal bersamaPemerintah Kabupaten
Pelalawan dalam mel aksanakan Program KBR
di Kabupaten Pelalawan adalah melalui sosia-
lisad kepadaked ompok tani untuk mengantispad
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terjadinya kerusakan ekosistem alam. Akan
tetapi, komunikas yang dilakukan oleh Peme-
rintah K abupaten Pel al awan kepada kel ompok
tani dilakukan melaui sosdisas kegiatan Prog-
ram K BR secaratekniskepadaketuakel ompok
taniu. Hanyabeberapa orang ketua kel ompok
tani yang mengerti Program KBR. Anggotadan
masyarakat lainnyatidak mengerti secaralang-
sung. Hal ini mengakibatkan salah pemahaman
komunikas diantarapemerintah dan kelompok
tani atau masyaraka ddammdaksanakankegia-
tan Program KBR secaraoptimal.

2. Sumber Daya

Sumberdayamanusiayang tidak memadahi
(jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat
dilaksanakannya program secara sempurna
karenamerekatidak bisamel akukan pengawa
san dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana
kebijakan terbatas makahal yang harusdilaku-
kan meningkatkan skill/kemampuan parapel ak-
sanauntuk melakukan program.

Untuk itu perlu adanyamang emen SDM
yang baik agar dapat meningkatkan kinerja
program. K etidakmampuan pelaksanaprogram
ini disebabkan karena kebijakan konservasi
energi merupakan hal yang baru bagi mereka
dimana dalam melaksanakan program ini
membutuhkan kemampuan yang khusus, paing
tidak mereka harus menguasai teknik-teknik
keligrikan.

Informas merupakan sumberdayapenting
bagi pelaksanaan kebijakan. Ada duabentuk
informas yaituinformas mengena bagaimana
caramenyel esaikan kebijakan/program serta
bagi pel aksanaharus mengetahui tindakan apa
yang harusdilakukan daninformas tentang data
pendukung kepetuhan kepada peraturan peme-
rintah dan undang-undang. K enyataan di lapa-
ngan bahwatingkat pusat tidak tahu kebutuhan
yang diperlukan parapel aksana.

K ekurangan informasi/pengetahuan bagai-
manamel aksanakan kebijakan memiliki konse-
kuensi langsung seperti pelaksanatidak ber-
tanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di
tempat kerjasehinggamenimbulkaninefisien.

Implementas kebijakan membutuhkan kepatu-
han organisasi dan individu terhadap peraturan
pemerintah yang ada.

Sumber dayalainyangjugapenting adalah
kewenangan untuk menentukan bagaimana
program dilakukan, kewenangan untuk membe-
lanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan
uang, pengadaan staf, maupun pengadaan super-
visor. Fasilitas yang diperlukan untuk melak-
sanakan kebijakan/program harus terpenuhi
seperti kantor, peraatan, sertadanayang men-
cukupi. Tanpafadlitasini mustahil program depat
berjalan.

Sumber dayamanusiayang menjadi tujuan
dan sasaran dari Program KBR di Kabupaten
Pelalawan adalah masyarakat atau kel ompok
tani Kabupaten Pelaawan. Kelompok tani telah
melaksanakan Program KBR sgak tahun 2010
sampal dengan saat ini. Hal ini menjadikan
berbagai |ahan yang adadi Kabupaten Peldawvan
dijadikan sebaga Program KBR.

3. Digposis/Sikap

Dukungandari pimpinan sangat mempenga:
ruhi pel aksanaan program dapat mencapal tujuan
secaraefektif dan efisen. Wujud dari dukungan
pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan
menjadi prioritas program, penempatan pel ak-
sanadengan orang-orang yang mendukung prog-
ram, memperhatikan keseimbangan daerah,
agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik
demografi yang lain. Disamping itu penyediaan
danayang cukup gunamemberikaninsentif bagi
parapel aksanaprogram agar merekamendu-
kung dan bekerjasecaratota ddam melaksana-
kan kebijakan/program.

Program K BR merupakan salah satu upaya
pemerintah dalam menjagakemanfaatan dari
pohon/tumbuhan disekitar kita. Salah satuwila
yah yang melaksanakan Program KBR adalah
Kabupaten Pelal awan yang secarapotensi me-
miliki sumber dayaalam di bidang kehutanan.
Program KBR di Kabupaten Pelalawan telah
dilaksanakan sgjak tahun 2010. Namun Biaya
pembersihan lokasi atau lahan yang akan
dijadikan sebagai kebun untuk dijadikan bibit
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tanaman yang berasal dari Program KBR cukup
mahdl.

Biayapembersihan|okas atau lahanyang
akan dijadikan sebagai |ahan Program KBR di
K abupaten Pelal awan tidak mendapat bantuan
dari pemerintah dan kelompok tani hanyamen-
dapatkan biaya penanaman bibit sebanyak
Rp.1000, per batangnya.

Implementas Program KBR di Kabupaten
Pelalawan dilakukan di tiap unit padatiap desa
kelompok penerima. Tiap unit minimal mem-
produksi 50.000 bibit tanaman. Persyaratan
teknis seperti kondisi lahan menjadi prioritas
utama. L ahan kritis dan rawan bencanalebih
diutamakan sebagai |ahan prioritas. Setelahitu,
bibit yang sudah layak untuk ditanam akan
disalurkan dan ditanam padalahan |ahan yang
kondisinyacukup kritis, ditanam dengan meng-
gunakan system pengkayaan atau System reboi-
sas . Padakondis ini reratamasyarakat mena
nam bibit tersebut dengan system pengkayaan.
Bibit yang ditanam pada lahan masyarakat
sebaiknnyadirawat sampai tanaman tersebut
cukup kuat terhadap tolerans lingkungan baru,
mengingat bahwakeberadaan tanaman benar-
benar sangat bermanfaat terhadap lingkungan.

Selaintidak adanyabiayapembersihanlo-
kasi atau lahan yang akan dijadikan sebagai
Program KBR, makafaktor lainnyayang mem-
pengaruhi implementas dan keberhasilan Prog-
ram KBR di Kabupaten Pelalawan adalah
jangkawaktu panen dari kebun bibit rakyat yang
cukup panjang.

4. Struktur Birokras

Struktur birokras Pemerintah di Indonesia
terutamadi Kabupaten Peldawan jugasemakin
mengakibatkan terhambatnya implementasi
Program Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten
Pelalawan. Selainitu, struktur birokrasi yang
cukup rumit seperti penjualan kayu atau pohon
yang harusmenggunakan Surat K eterangan Hasl|
Usaha (SKHU) dan juga pembiayaan pember-
sihan lahan yang tidak ada dari masyarakat
semakin menghambat implementasi Program
KBR di Kabupaten Pelaawan.

Selain faktor jangka waktu panen yang
cukup lama, makasetelah ProgramKBR di Ka-
bupaten Pela awan telah berhasil panen untuk
menjud kayu hasl dari ProgramKBR jugaharus
menggunakan SKHU. Hal ini jugamenjadi faktor
penghambat bagi kel ompok tani untuk melak-
sanakan Program KBR di Kabupaten Peld awan.

Beberapajenistanaman yang bisanyadi-
kembangkan oleh kelompok pembibitan, yaitu
tanaman dari jenisMulti Purposes Trees Species
(MPTS) dan Kekayuan. MPT Sadd ah tanaman
yangmemiliki fungs sdainkayu, misanyadapat
dimanfaatkan buah atau bagian tanaman lainnya
Sedangkan tanaman kekayuan merupakan tana-
man yang khusus dimanfaatkan kayunyasaja.
Tanaman jenisMPT Slebih cenderung memiliki
gfat konservatif, karenatanaman tersebut jarang
ditebang oleh masyarakat.

Meskipun demikian tetgp sgaperbandingan
tanaman kayulebih banyak dibandingkan dengan
tanaman MPTS. Contoh tanaman MPT S seperti
Aren (Arenga saccharifera) dan Picung (Pa-
ngium edule REINW) (buahnyauntuk bumbu
masak). Sedangkan kekayuan contohnyasepert
Sengon (Albasia falcataria) dan Jati (Tectona
grandis).

SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi imple-
mentas Program KBR di Kabupaten Peldawan
adalah: Pertama, tidak adanyabantuan biaya
atau dana dari pemerintah untuk melakukan
pembersihanlokas atau lahan yang akan dija-
dikan sebagai |ahan. Kelompok tani harusme-
ngel uarkan tenagadan biayalagi untuk mela-
kukan pembershanlokas ataulahan, sedangkan
yang ada hanya biaya penanaman bibit yang
dihitung setigp bibit Rp.1000 per batang. Kedua,
jangkawaktu panen yang panjang dari penana-
man bibit. Waktu yang dibutuhkan oleh kelom-
pok tani dalam menanam, memeliharasampai
padawaktu masa panen cukup lamadan hasil
panen tersebut hanyasekdi habis. Hal ini meng-
akibatkan keengganan parakel ompok tani untuk
mel akukan penanaman bibit. Ketiga, setelah
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menjadi kebun atau setelah berhasil dipanen,
makapohon atau kayu yang akan dijual harus
menggunakan SKAU Kayu.
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